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Abstrak

PT. Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam belum belum ditetapkan sebagai LKS-PWU.
Sehingga PT. Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam belum bisa sebagai penerima dan
mengelola secara langsung wakaf uang dari muwakif. PT. Bank Sumut Syariah, juga belum
memenuhi syarat untuk direkomendasikan sebagai LKS-PWU oleh BWI. Hambatan PT.
Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam dalam kedudukannya sebagai nadzir untuk
mengelola dan mengembangkan wakaf uang, adalah PT. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk
Pakam tidak termasuk sebagai LKS-PWU yang ditunjuk menteri. Upaya Bank Syariah
sebagai nadzir adalah meningkatkan peran dari nadzir dan Badan Wakaf Indonesia serta
Lembaga Keuangan Syariah dan juga Unit Usaha Syariah. kemudian nendorong Minat
Masyarakat Untuk Melaksanakan Wakaf Uang dan juga Merubah Paradigma Masyarakat
Tentang Wakaf. Khusus bagi PT. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam, harus
memenuhi syarat-syarat sebagai LKS-PWU yang telah ditetapkan peraturan perundang-
undangan.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Nadzir, Wakaf Uang.

Abstract
PT. Bank Sumut Syariah Lubuk Pakam Branch has not been designated as LKS-PWU. So that
PT. Bank Sumut Syariah Lubuk Pakam Branch has not been able to receive and directly
manage the cash waqf from muwakif. PT. Bank of North Sumatra Syariah, also has not met
the requirements to be recommended as LKS-PWU by BWI. Barriers of PT. Bank Sumut
Syariah-Lubuk Pakam Branch in its position as nadzir to manage and develop cash wagf, is
PT. Bank Sumut Syariah-Lubuk Pakam Branch is not included as a LKS-PWU appointed by
the minister. The efforts of Islamic banks as nadzir are to increase the role of nadzir and the
Indonesian Wagf Board as well as Sharia Financial Institutions and also Sharia Business
Units. then encouraging the community's interest in implementing cash waqf and also
changing the community's paradigm of waqf. Especially for PT. Bank of North Sumatra
Syariah-Lubuk Pakam Branch, must meet the requirements as LKS-PWU which have been
stipulated by laws and regulations.
Keywords: Islamic Banking, Nadzir, Money Wagf.

I. PENDAHULUAN

Salah satu pembaharuan dalam sistem perwakafan di Indonesia adalah berkembangnya
wakaf produktif berjangka berupa uang. Wakaf dalam pandangan masyarakat awam
umumnya dilakukan tanpa batas waktu tertentu atau dapat dikatakan untuk selama-lamanya
dan hanya dimungkinkan terhadap tanah. Namun, dalam Undang-Undang Wakaf jo Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf (selanjutnya disingkat PP
N0.42/2006), dimungkinkan dikembangkannya sistem wakaf secara berjangka atau dalam
waktu tertentu dalam bentuk uang.
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Pengembangan wakaf berjangka dalam sistem wakaf di Indonesia dikarenakan adanya
perubahan atas objek benda yang dapat diwakafkan. Jika selamanya ini masyarakat hanya
mengenal wakaf benda tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Namun seiring
dengan perkembangan masyarakat dan hukum, dikenal pula beberapa jenis harta benda
wakaf, yaitu: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa
uang.!

Selanjutnya, harta benda wakaf yang dapat diwakafkan dalam perkembangan sistem
hukum perwakafan di Indonesia dikenal pula beberapa objek benda tidak bergerak, yaitu
benda bergerak selain uang? dan benda bergerak berupa uang®. Uang sebagai objek wakaf,
dapat diwakafkan dalam waktu jangka tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dan disebutkan
dalam Pasal 27 PP No0.42/2006, yang menyebutkan: Dalam hal wakif berkehendak
melakukan perbuatan wakaf uang untuk jangka tertentu, maka pada saat jangka waktu
tersebut berakhir, Nadzir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau
ahli waris/penerus haknya melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Mencemati uraian di atas, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif berupa uang dapat
menjadi alternatif bagi pengembangan perekomian masyarakat, khususnya umat Islam.
Melalui wakaf uang, dimungkinkan aka tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera
sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan merupakan cita-cita negara dan bangsa
Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Namun, mengingat
wakaf uang adalah suatu hal yang baru (kontemporer) dalam sistem wakaf dan pengelolaan
wakaf, maka tentunya banyak hal-hal yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu mengenai dasar
hukum, mekanisme dan hambatan-hambatan dalam mengelola wakaf uang di Indonesia,
khususnya pengelolaan wakaf uang oleh Perbankan syariah yang oleh Undang-Undang
Wakaf diberikan wewenang untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut di atas, maka masalah pengelolaan
wakaf uang secara produktif cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut dan secara
komprehensif, yaitu dengan cara menganalisis masalah pengelolaan wakaf uang secara
produktif berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, sehingga pelaksanaan wakaf
produktif tidak sampai menghilangkan esensi dari wakaf itu sendiri, yang bertujuan untuk
ibadah. Dalam kesempatan ini, permasalahan tersebut akan dikaji dalam penelitian dengan
judul: Eksistensi Perbankan Syariah Sebagai Nadzir Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan
Wakaf Uang (Studi Pada Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam).

Il. METODE PENELTIAN

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian
yang memberikan gambaran secara umum mengenai objel permasalahan yang akan diteliti.
Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran atau fakta yang diperoleh, akan dilakukan
analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.*

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data
yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (field research), berupa hasil wawancara
dengan pihak-pihak terkait, yang ada di PT. Bank Sumut Syariah Cabang-Lubuk Pakam,

!Lihat, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Wakaf.

2Pasal 21 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Wakaf.

SLihat, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Wakaf.

4Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung: Alumni,
Bandung, h. 102.
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yang dianggap berkompeten untuk memberikan jawaban atas berbagai masalah yang diajukan
dan relevan dengan pembahasan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari
hasil penelitian kepustakaan (library research), yang terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu
bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak
yang berkompeten dalam memberikan jawaban atas sejumlah permasalahan yang diajukan
dalam penelitian ini. Dalam hal ini diadakan wawancara langsung dan bebas dengan Data
sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan.

Data primer maupun data sekunder yang telah berhasil dihimpun dan disusun dengan
baik, kemudian ditafsirkan atau dijelaskan sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga
dari data yang ada tersebut dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan. Pendekatan yang
dilakukan melalui pendekatan undang-undang dan konseptual, melalui pendekatan ini
diharapkan akan dapat diketahui mengenai kesesuaian konsep wakaf uang yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan ketentuan hukum lainnya
yang mengatur tentang Wakaf, seperti : Kompilasi Hukum Islam.

I11. PEMBAHASAN

1. Eksistensi PT. Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam Sebagai Nadzir Dalam
Mengelola Dan Mengembangkan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Wakaf dapat dikatakan telah melakukan terobosan hukum baru dalam
mengatur sistem perwakafan di Indonesia, yakni dengan mengatur ketentuan wakaf berjangka
waktu tertentu dan perluasan terhadap objek harta benda wakaf, yang tidak hanya sebatas
harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak, yakni tanah dan hak milik yang melekat
diatasnya, tetapi juga termasuk harta benda wakaf berupa benda bergerak, yang meliputi:
uang;
logam mulia;
surat berharga;
kendaraan;
hak atas kekayaan intelektual;
hak sewa; dan
benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.®

Dikatakan telah melakukan terobosan hukum baru, sebab di dalam Undang-Undang
Wakaf terdapat rumusan-rumusan mengenai wakaf yang berbeda dengan praktik perwakafan
yang telah dan selama ini diterapkan masyarakat Indonesia, juga telah bersebrangan dengan
pandangan yang selama ini menjadi keyakinan dan dipraktekkan oleh sebagian besar
masyarakat muslim di Indonesia.

Terobosan hukum baru yang dianggap bertentangan dengan pandangan dan keyakinan
yang dipraktekkan oleh umat Islam di Indonesia, dapat dilihat adanya perluasan terhadap
objek harta benda wakaf dengan diaturnya benda bergerak sebagai objek harta benda wakaf
dalam Undang-Undang Wakaf dan ketentuan wakaf berjangka waktu tertentu, yang
sebelumnya tidak dikenal dalam sistem perwakafan di Indonesia, selain juga dikenalnya
objek harta benda wakaf berupa uang.

Terobosan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Wakaf terkait dengan
ketentuan pelaksanaan wakaf produktif berjangka, dilihat dari aspek kemanfaatan
(kemaslahatan) dapat dikatakan sebagai suatu proses ijtihad atau pembentukan hukum yang

NoabkowhE

SPasal 16 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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didasari pada penarikan kemanfaatan dalam pengelolaan wakaf. Sebagaimana disebutkan
dalam alinea ke-2 Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Wakaf, yang menyatakan :

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu

meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan

menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi
yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu
dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.®

Selanjutnya, dalam alinea ke-3 Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Wakaf,
menjelaskan bahwa :

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan
tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara
sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara
melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau
ketidakmampuan Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status
harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.’

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas (mugayyad). Wakaf
uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nadzir
(bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal) dan dari segi penerima manfaatnya
(ditentukan atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf).®

Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank Syariah untuk menjadi nadzir yang
profesional. Pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang
tersebut pada sektor-sektor usaha yang halal dan produktif sehingga dapat memperoleh
keuntungan dan menghasilkan manfaat. Pihak Bank sebagai nadzir berhak mendapat imbalan
maksimum 10 % dari keuntungan yang diperoleh. Dana wakaf yang berupa uang dapat
diinvestasikan pada aset-aset financial (financial asset) dan pada aset-aset riil (real asset)
Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham, obligasi,
warran, dan opsi. Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk antara lain
pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan.®

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, investasi dana wakaf dapat dilakukan oleh Bank
Syariah sebagai nadzir, dalam berbagai tipe investasi: (1) investasi jangka pendek, yaitu
bentuk pembiayaan mikro (2) investasi jangka menengah, yaitu pembiayaan yang disalurkan
untuk industri/usaha kecil (3) investasi jangka panjang, yaitu pembiayaan yang disalurkan
untuk industri manufaktur dan industri besar lainnya.°

Dalam hal ini uang sebagai harta benda wakaf harus diinvestasikan dengan
mempertimbangkan keamanan investasi dan tingkat profitabilitas usaha. Hal itu dapat
dilakukan dengan:

1. menganalisis sektor investasi yang belum jenih, melakukan spreading risk dan risk

management terhadap investasi yang akan dilakukan;

2. market survey untuk memastikan jaminan pasar dari output/produk investasi;

3. menganalisis kelayakan investasi;

Alinea ke-2 Ketentuan Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf.

"Alinea ke-3 Ketentuan Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf.

8Jaih Mubarok, 2008, Wakaf Produktif . Bandung: Simbiosa Rekatama Media h. 128

°Abdul Halim, 2005, Analisis Investasi, Jakarta : Salemba : Empat, h. 4.

Antonio, Muhammad Syafi“i, Bank Syari'ah sebagai Pengelolaan Wakaf, Makalah disampaikan dalam
Work Shop internasional tentang “"Pemberdayaan Ekonomi Urnat melalui Wakaf Produktif', di Batam, pada
tanggal 7-8 Januari 2002, h. 8

Jurnal llmiah METADATA, Volume 3 Nomor 2 Mei 2021 Page | 528



~ Junal Mmigh Metadata, ISSN: 2723-7737, Vol 3 No.2 Edigi Mei 2021
: Published: 15-03-2021, Pages: 525-340
DOT- hitp:doi_org10 47652 metadatavii?

4. menentukan pihak yang akan bekerja sama untuk mengelola investasi;

5. monitoring terhadap proses realisasi investasi;

6. monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut.!!

Adapun proyek-proyek dari wakaf uang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : (1)
proyek penyedia layanan seperti sekolah gratis bagi yang tidak mampu, dan (2) proyek
penghasil pendapatan seperti pusat perbelanjaan yang menghasilkan melalui sewa. Model
pembiayaan wakaf dapat dibedakan dalam 2 (dua) jeins, yaitu: (1) pembiayaan wakaf secara
tradisional, dan (2) pembiayaan wakaf secara institusional .2

Model-model pembiayaan wakaf secara tradisional adalah: (1) pembiayaan wakaf
dengan menciptakan harta wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf lama, (2) pinjaman
untuk membiayai biaya operasional dan biaya pemeliharaan guna mengembalikan fungsi
wakaf yang semula, (3) penukaran/substitusi harta wakaf, (4) model pembiayaan hukr (sewa
jangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka yang besar), dan (5) model
pembiayaan ijaratain (sewa jangka panjang yang terdiri atas dua bagian: bagian pertama
berupa uang muka lump sum vyang besar untuk merekonstruksi harta wakaf yang
bersangkutan, dan bagian kedua berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa).®

Adapaun model-model pembiayaan untuk proyek wakaf uang secara institusional
adalah: (1) model pembiayaan murabahah, (2) model pembiayaan istishna', (3) model
pembiayaan ijarah, (4) model pembiayaan shirkah, (5) model bagi hasil muzara'ah, dan (6)
model sewa jangka panjang serta hukr. Model-model tersebut merupakan sejumlah gagasan
pendayagunaan wakaf uang berasarkan prinsip syariah yang dapat ditawarkan dan layak
dipertimbangkan oleh Bank Syariah dalam berkedudukan sebagai nadzir.'*

Pengelolaan dan pengembangan wakaf, baik itu harta benda wakaf berupa benda tidak
bergerak maupun benda bergerak menurut Undang-Undang Wakaf dilakukan oleh Nadzir.!®
Nadzir menurut dalam Undang-Undang Wakaf meliputi : perseorangan, organisasi atau
badan hukum.!®

Pihak yang diberikan amanah untuk mengelola harta wakaf, yang disebut dengan istilah
Nadzir, wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukkan
yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dalam rangka untuk memajukan
kesejahteraan umum, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir, dapat
dilakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.!” Pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir harus berpedoman pada peraturan Badan
Wakaf Indonesia (BWI).18

Dana yang akan dikelola oleh nadzir pada jenis wakaf uang, maka wakif dalam hal ini
bertindak sebagai investor, sebaliknya nadzir bertindak sebagai pengelola investasi.
Kemudian dana yang telah dikumpulkan oleh nadzir dari para muwakif dapat dikelola dan
diinvestasikan sebagiannya melalui instrumen keuangan syariah. Sedangkan sebagiannya lagi

Ylbid, h. 9

2gyarif Hidayatullah, Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positip, (Jurnal
Waratsah, Volume 01, Nomor 02, Desember 2016) h. 93

13 1bid, h. 94

14Jaih Mubarak, Op.cit, h. 147-148

5Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

18_jhat, Pasal 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

"Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

18pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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dapat diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai dengan prinsip
syariah.®

Keuntungan dari investasi dana wakaf uang tersebut kemudian dapat didistribusikan
kepada masyarakat miskin, melalui berbagai program. Misalnya : pengadaan dana kesehatan,
pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan
lain sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaah wakif. Sedangkan uang pokok
akan tetap dapat diinvestasikan, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya
Allah akan bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal
(berwakaf).?°

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang menurut Pasal 28 Undang-Undang Wakaf
jo Pasal 23 PP No. 46/2006 jo PP. No. 25/2018 tentang perubahan atas PP No. 46/2006
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Wakaf, menyebutkan
bahwa: “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan
syariah yang ditunjuk oleh Menteri”.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 23 PP No. 46/2006 jo PP. No. 25/2018 tentang perubahan
atas PP No. 46/2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
Wakaf, bahwa Wakif mewakafkan uang melalui LKS yang dilakukan secara tertulis
selanjutnya LKS menerbitkan sertifikat wakaf uang. Dimaksud melalui LKS adalah bahwa
uang wakaf harus ditempatkan di LKS sebagai titipan (wadiah) dan selanjutnya dapat
dikelola Nadzir dengan memperhatikan kehendak Wakif serta rekomendasi manajer investasi
(jika ada).

Lembaga Keuangan Syariat, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.?! Lebih lanjut, LKS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Wakaf jo Pasal 23 PP No. 46/2006 jo PP. No.
25/2018 tentang perubahan atas PP No. 46/2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 Wakaf, ditunjuk oleh Menteri atas dasar saran dan pertimbangan
dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

BWI memberikan saran dan pertimbangan setelah menerima dan mempertimbangkan
saran dari instansi terkait. Saran dan pertimbangan BWI dapat diberikan kepada LKS
Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;

2. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;

3. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;

4. bergerak di bidang keuangan Syariah; dan

5. memiliki fungsi menerima titipan (wadiah).??

Wakaf uang oleh Wakif dilaksanakan melalui lembaga keuangan syariah dengan
pernyataan tertulis dari wakif. Perwujudan wakaf uang oleh wakif dibuktikan dengan
diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan oleh lembaga
keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.?3
Lembaga keuangan syariah atas nama Nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang

BAbdul Ghofur Anshori, 2005, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media,
h. 101.

D1bid, h. 104.

2lpasal 1 angka 9 Pasal 48 ayat (2) s.d ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

22Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Z3pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf
Uang.?*

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dilaksanakan melalui investasi pada
produk-produk lembaga keuangan syariah (LKS). Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf
uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. Dalam pengelolaan dan
pengembangan atas harta benda wakaf uang harus mengikuti program lembaga penjamin
simpanan sesuai Peraturan Perundang-undangan.?®

Jika pengembangan atas harta benda wakaf uang dilakukan dalam bentuk investasi di
luar bank syariah, maka dalam pelaksanaan wakaf yang demikian harus diasuransikan pada
asuransi syariah. Pengelolaan dan harta benda wakaf oleh Nadzir dilakukan berdasarkan
prinsip syariah. dalam pengelolaan wakaf uang dapat oleh nadzir dapat dilakukan secara
produktif. Adapun yang dimaksud dengan wakaf produktif, secara terminologi adalah proses
penambahan nilai dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang
profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Selain itu, wakaf produktif
dapat pula diartikan sebagai proses pengelolaan harta benda wakaf untuk meningkatkan
fungsi-fungsi wakaf dalam memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima
manfaatnya, sehingga dalam batasan-batasan tertentu wakaf telah berfungsi untuk
mensejahterakan masyarakat?® Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan pengembangan uang
wakaf d;perlukan penjamin. Dalam hal pengelolaan wakaf uang digunakan lembaga penjamin
syariah.?’

Berkenaan dengan ketentuan dan tekhnis pelaksanaan wakaf uang dalam PP No. 42
Tahun 2006 Jo PP No. 25 Tahun 2018, disebutkan sebagai berikut : (1) jenis harta yang
diserahkan wakif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang
yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah, jika uang yang
akan diwakafkan tersebut masih dalam bentuk valuta asing. (2) Wakaf uang dilakukan
melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebaga LKS-
Penerima Wakaf Uang ( LKS-PWU).

Adapun aturan tekhnis yang menyangkut wakaf uang adalah (I) wakif wajib hadir di
Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWI) untuk menyatakan
kehendak wakaf uangnya. Apabila wakif berhalangan, maka wakif dapat menunjuk wakil atau
kuasanya. (2) Wakif wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan
diwakafkan. (3) Wakif wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU. (4)
Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya. Wakaf uang dapat dilakukan dalam
jangka waktu tertentu (muagqgat). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (ra's
al mal) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai. Adapun yang disedekahkan adalah
hasil dari usaha yang dilakukan oleh nadzir atau pengelola.

Memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Wakaf beserta
peraturan pelaksanaannya, dapat dikatakan bahwa eksistensi dan peran dari PT. Bank Sumut
Syariah sebagai penerima dan pengelola wakaf uang, secara substansial eksistensi dan peran
dari PT. Bank Sumut Syariah sebagai penerima (Nadzir) di dalam mengelola dan
mengembangkan wakaf uang begitu sangat lemah.

24pasal 30 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

®pasal 48 ayat (2) s.d ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

%Jaih Mubarok, Op.cit, h. 16

2’Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo Pasal 43 Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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Meskipun termasuk bank yang bergerak di bidang keuangan syariah, tapi belum
memenuhi syarat-syarat untuk direkomendasikan oleh BWI sebagai LKS-PWU. Sebab PT.
Bank Sumut Syariah tidak memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia. Jadi,
PT. Bank Sumut belum memenuhi syarat sebagai penerima dan pengelola wakaf uang,
sehingga kegiatan penerimaan dan pengelolaan wakaf uang belum dilaksanakan oleh PT.
Bank Sumut.

2. Hambatan PT. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam Dalam Kedudukannya
Sebagai Nadzir Untuk Mengelola Dan Mengembangkan Wakaf Uang

a. Faktor Subtansi Hukum

Pasal 23 Undang-Undang Wakaf, menyatakan bahwa “Wakif dapat mewakafkan benda
bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri”. Secara
gramatikal, frasa kata “dapat” berarti sebagai pilihan, bukanlah bersifat wajib (imperatitf).
Artinya, wakif dalam mewakafkan benda bergerak berupa uang dapat pula diberikan kepada
pihak lain selain LKS.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengelolaan wakaf uang diatur dalam Pasal 48 PP
No. 42 Tahun 2006 Jo PP No. 25 Tahun 2018, yang menyebutkan :

1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada

peraturan BWI.

2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan
melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen
keuangan Syariah.

3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka
Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
uang pada LKS-PWU dimaksud.

4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada
bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam
bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.

Apabila memperhatikan redaksional dari Pasal 48 PP No. 42 Tahun 2006 Jo PP No. 25
Tahun 2018 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda
bergerak berupa uang dalam pasal ini cenderung dilakukan oleh LKS berupa bank syariah.
Satu hal penting untuk digarisbawahi dalam pasal ini adalah bahwa yang menjadi acuan
utama dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang adalah Peraturan
BWI. Dengan kata lain, bagaimana bentuk pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf uang oleh bank syariah tetap dapat dilaksanakan sepanjang berpedoman pada aturan
dan rekomendasi dari BWI. Hal ini dapat dipahami dari bunyi substansi Pasal 48 ayat (1),
yang juga menjadi dasar dari berlakunya ayat-ayat selanjutnya dalam Pasal 48.

Jika mengacu pada substansi Pasal 28 Undang-Undang Wakaf jo Pasal 23 PP No.
46/2006 jo PP. No. 25/2018 tentang perubahan atas PP No. 46/2006 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Wakaf, ditunjuk oleh Menteri atas dasar
saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI1). Di mana rekomendasi LKS oleh
BWI sebagai penerima dan pengelola Wakaf Uang, menurut Pasal 24 PP No. 46/2006 jo PP.
No. 25/2018 tentang perubahan atas PP No. 46/2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 Wakaf, maka LKS tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

1. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
2. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
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3. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
4. Bergerak di bidang keuangan syariah; dan
5. Memiliki fungsi menerima titipan (wadiah).

Memperhatikan substansi pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang tentang
Wakaf dan Peraturan pelaksanaannya, diketahui bahwa eksistensi dari PT. Bank Sumut
Syariah Cabang Lubuk Pakam sebagai bank yang bergerak di bidang keuangan syariah dalam
melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang melalui produk-
produk investasi, begitu lemah. Bahkan, secara substansial PT. Bank Sumut Syariah Cabang
Lubuk Pakam untuk saat sekarang ini tidak dimungkinkan untuk mengelola wakaf uang.

Memperhatikan dan mencermati syarat-syarat LKS atau Bank Syariah sebagai
penerima dan pengelola uang wakaf, dapat dipastikan bahwa PT. Bank Sumut Syariah akan
sangat sulit untuk memenuhi syarat ketiga, yang mensyaratkan terbentuknya kantor
operasional PT. Bank Sumut Syariah di seluruh wilayah Republik indonesia. Artinya, untuk
saat sekarang ini PT. Bank Sumut Syariah belum bisa dan mampu untuk direkomendasikan
sebagai pengelola dan penerima wakaf uang, sehingga peran PT. Bank Sumut Syariah dalam
pengembangan wakaf uang tidaklah begitu signifikan.

b. Faktor Struktur Hukum

Pengembangan wakaf uang merupakan hal baru dalam sistem perwakafan di Indonesia.
Meskipun Undang-Undang tentang Wakaf yang didalamnya telah mengatur tentang
ketentuan hukum wakaf uang, akan tetapi jenis dan mekanisme wakaf uang masih belum
dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di kalangan umat muslim. Hal ini dikarenakan
belum maksimalnya sosialisasi yang disampaikan oleh pihak Badan Wakaf Indonesia,
Lembaga Keuangan Syariah, dan Majelis Ulama dan tokoh atau ustad kepada masyarakat
muslim, sehingga wakaf uang belum begitu populer di tengah masyarakat.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki cara pandang klasik mengenai
sistem wakaf, bahwa harta benda wakaf hanya dapat dilakukan atau hanya berupa benda tidak
bergerak saja (tanah). Sedangkan untuk jenis harta benda wakaf lainnya, seperti : benda
bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang belum begitu dikenal di masyarakat.

Selain minimnya sosialisasi kepada masyarakat, dilihat dari pranata pelaksanaan wakaf
di Indonesia, hambatan di dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia
disebabkan kurang profesionalnya Nadzir dalam mengelola harta benda wakaf. Sebagian
besar Nadzir wakaf di Indonesia masih memiliki Sumber Daya Manusia yang belum
mumpuni, sehingga belum memiliki ide-ide cemerlang untuk mengelola dan
mengembangkan wakaf uang.

Demikian pula dengan kedudukan bank syariah sebagai Nadzir dalam pengelolaan dan
pengembangan wakaf uang. Di sini dapat dilihat belum maksimalnya perbankan syariah
dalam menghimpun potensi wakaf uang dari masyarakat. Padahal, dengan jumlah penduduk
muslim yang begitu besar di Indonesia, wakaf uang di Indonesia sangat memiliki potensi
yang tinggi untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif melalui investasi. Khusus
untuk PT. Bank Sumut Syariah, secara struktural yang menjadi hambatan adalah belum
terbentuknya cabang di seluruh Indonesia.

c. Faktor Budaya Hukum
Dilihat dari aspek budaya hukum masyarakat, bahwa sempitnya pandangan sebagian
besar umat Islam di Indonesia tentang wakaf, yakni adanya anggapan bahwa wakaf itu hanya
berupa tanah, tanah dan bangunan, masjid/mushola/ pendidikan, penggalian sumur. Padahal
wakaf bisa berupa benda tidak bergerak seperti di atas, namun juga benda bergerak berupa
uang, saham, sertifikat, kendaraan, hak paten dan hak-hak lain sesuai dengan syariah dan
perundang-undangan.
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Pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia mengenai wakaf sangat dipengaruhi
oleh Mazhab atau pemikiran Imam Syafi’i. Akibatnya sebagian besar masyarakat
berpandangan bahwa wakaf hanya dapat dilakukan untuk selama-lamannya. Oleh sebab itu,
sebagian masyarakat sulit atau belum menerima keberadaan wakaf produktif berjangka,
khususnya wakaf uang.

3. Peluang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Oleh PT. Bank Syariah
Cabang-Lubuk Pakam

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat
dilihat dari beberapa aspek, yaitu : aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya
hukum masyarakat. Masing-masing aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Peluang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Oleh Oleh PT. Bank

Syariah Cabang-Lubuk Pakam Dilihat Dari Segi Substansi Hukum.

Secara substansial, pelaksanaan wakaf uang di Indonesia telah memiliki dasar hukum
yang kuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan
peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemeritah Nomor 42 Tahun
2006, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tenang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur tentang teknis pelaksanaan
wakaf, termasuk teknis pelaksanaan wakaf uang.

Secara normatif, pengembangan wakaf uang yang sebelumnya hanya sebagai wacana
untuk meningkatkan ekonomi umat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
telah pula dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Sedangkan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian telah direvisi dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf.

Selanjutnya, ketentuan mengenai wakaf uang juga telah diakomodir dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-
Undang Perbankan Syariah). Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah,
menyebutkan: “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang
berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan
kehendak pemberi wakaf (wakif).”

Kewenangan perbankan syariah dalam mengelola dana sosial sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah, juga selaras dengan ketentuan Pasal 45
Ayat (2) PP No. 42/2006 jo PP. 25/2018 tentang Perubahan PP. No. 42/2006 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan:
Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain
sesuai dengan prinsip Syariah.

Jadi, dapat dikatakan pengaturan hukum mengenai pengelolaan dan pengembangan
wakaf uang telah terdapat harmonisasi hukum, khususnya antara substansi hukum yang diatur
dalam Undang-Undang Wakaf dengan Undang-Undang Perbankan Syariah. Sehingga,
penyelenggaraan wakaf uang oleh wakif, nadzir maupun bank syariah telah memperoleh
jaminan kepastian hukum.

Diaturnya pelaksanaan wakaf uang dalam Undang-Undang Wakaf beserta peraturan
pelaksanaannya, demikian juga dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, maka potensi
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pengembangan wakaf uang oleh perbankan syariah telah memiliki payung hukum (umbrella
law). Hal ini berarti bahwa, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh bank syariah
telah memperoleh jaminan kepastian hukum. Hal ini berarti bahwa Bank Syariah secara
yuridis memiliki peluang sebagai pengelola, sehingga bank syariah dapat berperan dalam
pengembangan wakaf uang.

b. Peluang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Oleh Oleh PT. Bank

Syariah Cabang-Lubuk Pakam Dilihat Dari Segi Struktur Hukum

Dilihat dari aspek struktur hukum, PT. Bank Sumut Syariah Cabang- Lubuk Pakam
merupakan salah satu Bank Syariah yang tergolong sebagai Lembaga Keuangan Syariah
(LKS). Menurut Ascarya, bank syariah adalah :

Bank Islam atau di Indonesia disebut Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang
berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan
usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan
dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan
sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro.?

Pengertian lain dari Bank Syariah dapat dilihat pendapat yang dikemukakan Sudarsono
dalam Adrianto dan Anang Firmansyah, mengatakan : “Bank Syariah adalah lembaga
keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas
pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip
syariah”.?

Secara yuridis pengertian Bank Syariah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-
Undang Perbankan Syariah, yang menyebutkan : Bank Syariah adalah Bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas
Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Wakaf, bahwa
di dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzhir dilaksanakan
sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Prinsip syariah menurut
Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah.® Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang
mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga
keuangan syariah (DSN-MUI,2003). Definisi ini menegaskan bahwa LKS harus memenuhi
dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas dalam operasi
sebagai lembaga keuangan.®

Sistem perbankan nasional di Indonesia, bank Islam diistilahkan dengan Bank Umum
atau Bank Perkraditan Rakyat yang pembiayaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu bedasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak

ZAscarya, 2006, Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek Di Beberapa Negara, Jakarta :
PT. Rajawali Indonesia, h. 29

P Adrianto dan Anang Firmansyah, 2019, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek),
Surabaya :Penerbit Qiara Media, h. 24

%pasal 1 angka 12 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

%IRiza Yaya, Aji Erlangga Matawireja, dkk, 2009, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek
Kontemporer, Jakarta: Salemba Empat, h. 38
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lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk
menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan
sesuai dengan syariah; antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsib bagi hasil (mudharabah),
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang
dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan
prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah).*? Secara konsep, operasional Lembaga Keuangan
Syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah bank konvensional/Unit
Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil
(BMT), sistem operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan Bank
Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil adalah pada
skala bisnisnya saja, misalnya Bank Umum Syariah dalam menghimpun danan dan
menyalurkan dana dalam jumlah yang besar, BPRS pada jumlah yang sedang, serta BMT
dalam jumlah yang kecil dan mikro, di mana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada
besaran risiko yang ditanggung Lembaga Keuangan Syariah tersebut.®

Setiap bank syariah, termasuk PT. Bank Sumut Syariah Cabang-Lubuk Pakam
memiliki peluang untuk mengelola harta benda wakaf berupa uang, baik itu dalam bentuk
kerjasama dengan Nadzir atau pun menghimpun wakaf uang secara langsung dari muwakif,
sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 23 PP No. 42/2006 jo PP. 25/2018 tentang Perubahan PP. No.
42/2006 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
yang menyebutkan: “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS
yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)”.

PT. Bank Sumut Syariah, khususnya PT. Bank Sumut Syariah Cabang-Lubuk Pakam,
meskipun tidak masuk dalam daftar LKS yang ditunjuk menteri sebagai Penerima Wakaf
Uang (PWU), tetapi PT. Bank Sumut Syariah tetap memiliki peluang untuk mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf uang. Namun dalam hal-hal tertentu, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 23 jo Pasal 24 ayat (3) PP No. 42/2006 jo PP. 25/2018 tentang
Perubahan PP. No. 42/2006 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, dalam hal ini PT. Bank Sumut Syariah, terlebih dahulu harus memenuhi
syarat-syarat untuk direkomendasikan oleh BWI, khususnya syarat poin ke-tiga sebagai
diatur dalam Pasal 24 ayat (3) PP. No. 42/2006 untuk dapat direkomendasikan BWI sebagai
LKS-PWU.

c. Peluang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Oleh Oleh PT. Bank
Syariah Cabang-Lubuk Pakam Dilihat Dari Segi Masyarakat dan Budaya Hukum
Masyarakat.

Berdasarkan pada sejarah perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW
sampai sekarang menunjukkan bahwa wakaf harus dapat dikelola dengan baik, sebab
kemajuan yang dicapai oleh kaum muslimin di berbagai negara tidak lepas dari peran wakaf.
Oleh karena itu pengelolaan wakaf merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi umat
Islam.3* Dikatakan sebagai peluang, karena konsep figh yang fleksibel, yaitu terbuka terhadap

Muslimin H. Kara, 2005, Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijkan Pemerintah Indonesia
Terhadap Perbankan Syariah, Yogyakarta: Ull Pers, h. 68-69

3Wiroso, 2005, Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta: Grasindo, h.
11-12

3 Ahmad Muslich, Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf , (Jurnal Muaddib Vol. 06 No. 02
Juli-Desember 2016 e-ISSN 2540-8348), h. 211
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penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan zaman.

Berkembangnya harta benda wakaf, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
merupakan peluang optimalisasi pengelolaan wakaf. Selain itu, melihat banyaknya jumlah
penduduk muslim yang berada pada strata kelas menengah menjadi potensi besar bagi negara
Indonesia untuk meningkatkan potensi wakaf uang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
umat pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya.®

Pada tataran praktis, paradigma baru tersebut pengembangan harta benda wakaf tidak
saja difokuskan pada harta tak bergerak (berupa tanah dan bangunan), melainkan juga
berbagai barang (harta bergerak) yang memiliki muatan ekonomi produktif. Perubahan
paradigma tersebut lebih lanjut akan menumbuhkan sarana baru pengembangan wakaf
dengan memanfaatkan alat produksi dan ekonomi, seperti uang, saham, obligasi (sukuk) dan
instrumen lainnya.

Adanya pergeseran bentuk harta/benda wakaf menjadi lebih simple seperti uang telah
berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, di
mana sebelumnya kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui asset tetap berupa tanah
atau bangunan. Perubahan lain adalah pandangan lama bahwa berwakaf harus bernilai besar
menjadi sirna. Dengan bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang
tentunya menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan. Dukungan pemerintah dengan
mengesahkan Undan-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang juga mengakomodir
wakaf uang, telah membuka kesempatan bagi masyarakat di semua golongan (tidak hanya
orang kaya) untuk dapat ikut serta berwakaf.

V. KESIMPULAN

1. PT. Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam sebagai Nadzir belum ditetapkan sebagai
LKS-PWU. Sehingga PT. Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam belum bisa sebagai
penerima dan mengelola secara langsung wakaf uang dari muwakif. PT. Bank Sumut
Syariah, juga belum memenuhi syarat untuk direkomendasikan sebagai LKS-PWU oleh
BWI, mengingat syarat yang ditetapkan sebagai LKS-PWU, bank syariah yang
bersangkutan harus memiliki kantor layanan di seluruh wilayah Indonesia.

2. Hambatan PT. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam dalam kedudukannya sebagai
nadzir untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang, adalah PT. Bank Sumut
Syariah-Cabang Lubuk Pakam tidak termasuk sebagai LKS-PWU yang ditunjuk menteri
sebagai pihak yang berwenang menerima wakaf uang dan mengelola wakaf uang.

3. Upaya Bank Syariah sebagai nadzir adalah meningkatkan peran dari nadzir dan Badan
Wakaf Indonesia serta Lembaga Keuangan Syariah dan juga Unit Usaha Syariah.
kemudian nendorong Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Wakaf Uang dan juga
Merubah Paradigma Masyarakat Tentang Wakaf, dari paradigma lama ke paradigma baru,
bahwa wakaf tidak saja terbatas pada harta benda tidak bergerak saja, tetapi juga terhadap
benda bergerak, termasuk wakaf uang. Khusus bagi PT. Bank Sumut Syariah-Cabang
Lubuk Pakam agar dapat direkomendasikan sebagai LKS-PWU, maka harus memenuhi
syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 24 PP No. 42 Tahun 2006 jo PP No. 25
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu
membuka kantor layanan di seluruh Indonesia.
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